
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RA\TAS

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PBTUNJUK TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT MUSI RAWAS,

Mengiogat

Mengingat : 1.

bahwa untuk melaksanakan lnstruksi Prcsiden Nomor 7

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan

Keluarga Sejahtera Program lodone$a Pintar, .lan

Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga

Muktif, pedu menetapkao Feraturan Bupati tentang

Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

Undang-Undang Nomor 2E Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatarr firmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

I.embaran Negara Republik Indonesira Nomor 1821);

Undang-Unda-ng Nomor 20 Tahun 2OOS tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembararl Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78,

Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

Undarg-Undang Nomor 13 Tahun 2O1l
tentang Penanganan Fakir Miskin (L€Irlbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor

83, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5235);

2.

PATAtr

ITBTO[UT'I



PARAF KOOqi.

lr

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Nega.ra RePublik Indonesia Noroor 558fl

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

denggn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5

tentang Perubghan Kedua Atas Undang-undang

Notuor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol5 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2Ol7

tentallg Perayahran Bantuan Sosial Secara Non

Tunai flrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 156);

Peraturan Menteri Peardidikan dan Kebudayaan

Nomor 19 Tahun 2O16 teattalg Petulrjuk Teknis

Program Indonesia Pintar sebagailnarra telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2ola terttang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 19 Tahrrn 2016 tentang

Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEfUNJITK TEXNIS

PROGRAM INDONESIA PINTAR

Pasal 1

Dala"n Peraturan Bupati ini 5rang dimpksrrd dgngAn;

1. Kabupaten adalah l(abupaten Musi Rawas;

2. Pemerintah Kabupaten

Kabupaten Musi Rawas;

adalah Pemcrintah

ffi



5.

3. Bupati adalah BuPati Musi Rawas

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi

6.

7.

Rawas;

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan

pendidikan yang menyelengrakan pendidikan formal

pada setiap jenjang dan jenis pendidikar;

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat

yalg mengabdikan diri dan diangkat untuk

menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan

yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya

satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan

pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta

didik sesuai peraturan perundang-undangan.

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat

PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari

pemerintah yang diberikan kepada peserta didik

yang orang tualya tidak kurartg mampu membiayai

pendidikannya;

Peserta didik ada.lah anggota masyarakat yang

berusaha mengembangkan potensi diri melalui

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

Kartu lndonesia Pintar yang selanjutnya disebut KIP'

adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6

(enam) sampai dengan 2l (dua puluh satu) tahun

sebagai identitas untuk mendaPatkan manlaat PIP;

11. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang

mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap

kemajuan pendidikan baik formal maupun non

formal

8.

9.

io.
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Pasal 2

PIP bortujuan untuk membarttu biaya personal

pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari

keluarga miskin atarr rentan miskin yang terdaftar

sebagai Peserta Didik pada satuan peodidikan

forEal atau nonformal.

Pasal 3

(1) PIP dipenmtukkan b"gr Peserta Didik yang telah

ditetapkan sebagai peneritBa KIP.

(2) Peserta Didik penerima KIP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh sekolah

melatui aPlikasi Dapodik dan ditetaPkan oleh

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah-

(3) Peserta Didik penerima KIP sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) merupakan Pescrta

Didik yang berasal dari keluarga. miskin atau

rentan raiskin yang tercarrtul[ Pada:

a. data Pemutakhiran Basis Data Terpadu

(PBDT) /Progral[ Keluarga HaraPan

(PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang

dikeluarkan oleh menteri yang

menyelenggarakan rrrusan sosial; dan/atau

b. data sejenis lainnya yang bersunber dari

usulan satuan Pendidikan.
(4) Peserta Didik penerima KIP yang tercarltuln

dalarn data sejerris lainnya yang berasal dari

usula.n satuan pendidikan sebagaimana

.li"naksud pada ayat (3) huruf b diprioritaskan

bagi;
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b.

Peserta Didik yang berstatus yatiE piatu

termasuk yang berada di panti sosial atar
panti asuhan;
Peserta Didik berkebutuhan khusus pada

sekolah reguler;

Peserta Didik yang orang tua/walinya
sedang berstatus narapidana di lemb-ga
pemasyarakatan;

Peserta Didik yang berstatus s€bagai

tersangka atau narapidana di rumah
tahanan atau lembaga pel3asjrarakatan;

Peserta Didik yarrg terkena dampak

bencana alarrr;

Peserta Didik korban rrusibah di daerah

konllik; dan
Peserta Didik Paket A, B, darr C pada

Sanggar Kegiatan Belqiar (SKB) dan Pusat

Kcgiatarr Bel4jar Masyarakat (PKBM).

Pasal 4

Tujuan PIP dari program ini adalah untuk membantu

biaya personal pendidikan bagi peserta didik misLin

atau r€otan miskin yang masih terdaftar sebegai

peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah. Biaya personal pendidikan dirnaks d

meliputi:

a- membeli buku dalr alat tulis

b. membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan

perlengkapan sekolah;

c. membiayai transportasi Peserta Didik fts sel<olah;

d- uang saku Peserta Didik;

e- biaya kursus/les tambahan bagi Peserta Didik

pendidikan forrnal; dan

f. biaya pralrtik tambahan dan biaya magaag.

d.

t.
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Pasal 5

Dana baai Pescrta Didik yana diberikan pada Sekolah

Dasar (SD) atau Paket A adalsh sebagai berikut:

a. Feserta Didik Kelas I, II, m, [v dan V semester

genap diberikan dana lmtt dua semester sebesar

Rp. 45O.OOO;

b. Peserta Didik Ketas vI semester genap diberikan

dana untuk satu scmestcr s€besar Rp. 225'@A;

c. Peserta Didik Kelas [ semester ganjil diberikan

dana untuk sahr scmestcr scbesar Rp. 225.0OO;

d. Pe8erta Didik Kelas n, m, Iv' v, dan Vt scl3ester

ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar

Rp. 45o.0oo; dan

e- Peserta Didik Paket A diberikan dana untuk dua

semester sebesar RP- 45O-0OO.

Pasal 6

Dana bagi Pes€rta Didik yang diberilcan pada

Sekolah Menengah Pertama (SMfl atau Paket B

sebagai berikut:

a. Peserta Didik KeLas vII daI! VIn scmester Senap

diberikan dana r:ntuk dua semester sebesat

Rp.75O.OOO;

b. Peserta Didik Kelas D( semester genap diberikan

dana unh.rk satu seBestcr sebesar Rp-375.OOO;

c. Fescrta Didik Kelas VtI semester gaDiil diberikan

dana untuk satu semester sebesar Rp-375.OOO;

d- Peserta Didik Kelas VIII dsn IX semeste, gaDjil

diberikan dana untuk dua s€mester aebesar

Rp.750.oOO;

e- Peserta Didik Paket B diberikan dana untuk dua

aemester sebesar RP.7sO.OOO;
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Pasal 7

Penyaluran Dana PIP langsung ke peserta didik

melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar di

Bank Ralryat Indonesia (BRI) dengan mekanisme

sebagai berikut;

a. dalam penyaluran dana PIP Pusat (Direkorat

Pembinaan SD dan SMPI melakukan perjanjian

kerjasama dengan bank BRI;

b. rckening penyaluran rrntuh keperluan

menyalurkan datra bantuan PIP ke Peserta Didik

penerima KIP dibuat oleh Pusat sesuai

ketentuan yang berlaku; dan

q Dinas Pendidikan dan BRI Eenerima Surat

Kepuhrsan yang berisi daftar penerima PIP yang

tercarttuE datam Surat Kepunrsan Dir€kur

Sekolah Dasal dan Sekolah Menengah Pertama

dal dibuatkan rekening Tabrmgan Simpanan

Pelajar oleh BRI.

Pasal a

Aktivasi Rekening zlan P€narikarx pane dapat

dilakukan sebagqi berikut :

a. sebelum tuelakukan penarikan dana, peserta

didik harus mengaktivasi rekgning Siopanan

Pelajar terlebih dahulu, dengan membawa surat

keterangan Kepala Sekolah, apabila peserta didik

telah pindah sekol,ah dalam satu jenjang

pendidikan yaog sama rrraka surat Keterangan

Kepala Sekolah dapat dikeluarkan oleh Kepala

Sekolah di Sekolah yang baru.



untuk peserta di.lik SD/Paket A .l^n SMP/Paket

B dengan membawa KTP orang tua dan Kartu
Keluarga dengan di dampingi oleh orang

tua/wali. Bagi orang tua/wali yang tidak
memiliki KIP/KK dapat diganti dengan surat
keterangan dari kepala Desa/Lurah. Apabila
orang tua/wali tidak bisa mendampingi peserta

didik pada saat aldivasi maka dapat diwakili
oleh Kepala Sekolah dengan membawa KTp dan
SK pengangkatan Kepala Sekolah yang masih

berl,aku; dan

c. mengisi formuli pembukaan atau aktivasi
rekening tabungan Simpanan Pclajar di BRI.

Pasal 9

Penarikan Dana dilakukan dengaa cara seba8ai

berikut:

a. penarikan dana langsung oleh peserta didik,
dengan membawa buku tabungan Simpanan

Pelajar (Simpel) dan KIP ATM, dan surat
Keterangan IGpaIa Sekolah, unhrk peserta Didik
SD dan SMP harus didampingi oleh

orangtua/wali;

b. penarikan dana secara kolektif dilakukan oleh

Kepala Sekolah/bendahara sekol,ah dengan

membawa dokumen pendukung sebagai berikut:
1) surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD

atau Paket A dan SMP atau Paket B) atau dari
peserta didik;

2) surat Pertanggungjawaban Mutlal (SPTJM);

3) surat Keterangan Kepala Sekolah (format

terlampir);

4) fotokopi KTP Kepala Sekolah dan
menunjukkan aslinya;
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5) fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah

Definitif yang masih berlaku dan

menunjukkan aslinya; dan

6) buku tabungan Simpanan Pel,ajar Pescrta

Didik yang diambil secara kolektif.

c. penarikan dana s€cara kolekif dapat r{itakrrkq"r

apabila memenuhi salah sahr dari kondisi

sebagai berikut:

l) penerima PIP bertempat tinggat di daerah yang

kondisinya sulit untuk mengakses ke bank,

seperti: tidak a,la Lqntor Unit BRI di desa

tersebut;

2) kondisi geografis yang menyulitkan seperti

daerah kepulauan, pegunungan, dal
pedalaman; dan

3) jarak dan wakhr tempuh relatif jauh atau
faktor kcamanan 5rang kurang terjamin.

iL kondisi Penarikan dana PIP oleh Peserta Didik
atau secara kolektif di baak pcrryalur, harus
dengan kondisi sebagai berikut
1) tidak ada pemotongaD dana dqlarn bentuk

apapun;

2) saldo minlmat rekening tahmgau aaatqh

Rp.O; dan

3) tidak dikenakan biaya

perbarkan.
administrasi

Pasal 10

Peran dan fungsi Dinas Pendidikan adalah
sebagai berikut:
a. mensosialisasikan dan mcngkoordinasikan PIP

kepada seluruh satuan peadidikarr formal,

satuan pendidikan non formal, dan Easyarakat

di wilayahnya;

PAIAT
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d.

c.

J.

t.

me[rantau dan mendorong satuan pendidikan

formal dan satuan pendidikan non formal untuk

pro aldif mengidentifikasi Peserta Didik yang

memiliki KIP dan memutakhirkan datanya ke

dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima

PIP;

meruantau dan mendorong Kepala Sekolah dan

pimpinan/kepala lembaga

mengidentifikasi dan melaporkan arak usia

sekolah (6 sampai dengan 18 tahun) sesuai

prioritas sebagai calon penerima PIP;

menetapkan petugas atau Manajemen PIP

tingkat Kabupateo/Kota (ienjang SD, SMP,

Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C);

menyetujui usulan lrserta didik calon penerima

dari sekolah dan lembaga setelah data

terverifikasi;

menyampaikan usulan lrcserta didik calon

penerima dari sekolah mel,alui aplikasi

pengusulan PIP (SD dan SME dan usulan dari

lembaga ke direkorat tcknis terkait;

mengesahkan usulan dari pimpinan setelah

data terverilikasi. Selanjutnya disampaikan ke

Direldorat Pembinaa't Pendidikan Keal<saraan

dan Kesetaraan;

menginformasikan Surat Keputusan (SI( dan

Daftar Peserta Didik Penerima PIP kepa.da

peserta didik pencrima melalui sekolah;

mengkoordinasikan dengan BRI untuk
penjadwalan pencairan/pengambilan dana PIP

oleh Peserta Didik penerima PIP;

mengusulkan kepada Direktorat Pembinaan

SD/SMP perihal pembatalan KIP yang dipcgang

oleh Peserta Didik yang tidak memenuhi sryarat

sebagaimana ketentuan peneriea KIP;

h.

PtR.ix rooRDII{ts
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k. melakukan supervisi, pemantallan dan evahrasi

implementasi PIP;

1. melakukan koordinasi dengan Bank BRI cabang

Lubuklinggau dan unit-unitnya di Kabupaten

Musi Rawas; dan

m. menangani pengaduan masyarakat terkait

dengan PIP.

Pasal 11

Peran dan firngsi sekolah adalah sebagai

berikut:
a. mensosialisaeikan dan mengkoordinasikan PIP

ke seluruh warga sekolah;

b. Sekolah waiib menerima pendaftaran anak usia

sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) pemilik KIP

yang tidak bersekolah sebagai calon Peserta

Didik pada saat rentang pelaksanaan PPDB dan

harus diusulkan sebagai calon pcnerima dana

PIP;

c- mengidentifikasi Feserta Didik lrasg memiliki

KIP dan memutakhirkan data peserta didik

calon penerima ke dalsn aplikasi Dapodik

secara trengkap dan benar;

mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan

menetapkan Peserta Didik yang tidak memiliki

KIP sesuai deogan sasaran prioritas dan

memutakhkkatr data Pescrta Didik sebagai

calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi

Dapodik secara lengkap dan bena4

menyampaikan data usulan calon peBerima

dana PIP baik Peserta Didik peoitk KIP dan

atau tidak memiliki KIP kepada dinas

pendidikan;

d.

e.

PARAF
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c'

h.

menlrampaikan informasi kepada peserta didik
penerima apabila dana PIP telah siap diambit;

bertanggungiawab penuh terhadap kebenaran

data peserta didik yang diusulkan sebagai calon

penerima dana PIP;

mengusulkan kepada IGpaIa Dinas Pendidikan

perihal pembatalan KIP yang dipegang oleh

Peserta Didik yang tidak memenuhi ketentuan

sebagai penerima KIP berdasarkan hasil validasi

sekolah;

membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah

sebagai persyaratan dana oleh

Peserta Didik di Bank penyalur dan menyiapkan

dokumen Lainnya yang diperlukan sesuai

ketentuan;

memantau proses pencairan dana PIP di BRI;

mendata/melaporkan Peserta Didik yang sudah

mencairkan dana PIP ke Dinas Pendidikan

Kabupaten sesuai kewenangannya; dan

nenghimbau Peserta Didik penerima PIP agar

menggunskan dana PIP scsuai dengan

ketentuan penggrnasn dsna, terus bersekolah

(tidak putus sekolah) deagan rajin dan tekun,

disiplin ddam melaksanakan tugas-tugas

sekolah, dan menunjukkan kepribadian terpuji
dan tidak melakukan perbuatar yang tercela.

PaBaI 12

Pengaduan Sekolah dsfl Easyarakat terkait
permasalahan PIP dapat disampaikan ke Bidang

Pembioaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan

melalui unit khusus Program lndonesia

Pintar melalui Telepon : (0733) 454@14, Fax.

(0733) 4s4OO14

l.

J.

k.
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Pasal r3

Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat lnerrgetal.uinya,

memerintalrkan Pengundangan Peraturan

Eupati ini dcngan penempatannya dafam

Berita Daerah KabuPaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggati8 Jrlll 2019

DiundanSkan di Muara Beliti

pada tanggal ,8 Jr$l' 2o11g

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAIAIAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OT9 NOMOR.I.'


